WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

’ Menimbang
o

Mengingat

SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43593);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5., Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);



Menetapkan
KESATU : M

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Derah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

climpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
n Daecrah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
‘ dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

a.

b.

™

menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD,
rancangannPerda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ;

. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang

telah diatur dalam Peraturan Daerah;
melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- KETIGA . Pejabat  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan
fungsinya selaku BUD berwenang

a.
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
c.
d

(0

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui rekening kas umum daerah.



KEEMPAT :  Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah

KELIMA Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2022. .

Ditetapkan di Padang
3 februan 2022

PADANG, .~
o e

e

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah dj
Padang.

Kepala PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Padang.

Kepala Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Padang.

5. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
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